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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan pengawasan pajak penghasilan yang 
sudah dilakukan oleh penjual buket bunga atas transaksi e-commerce pada penjualan buket bunga di 
Wilayah Tondano.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif data yang didapat berasal dari naskah 
wawancara, catatan lapangan (foto, rekaman), dokumen resmi lain yang mendukung. Metode 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini melibatkan 4 
informan terdiri 1 dari pihak fiskus  dan 3 informan penjual buket bunga. Uji Keabsahan data 
menggunakan triangulasi. Penelitian ini membuktikan bahwa data di kantor pajak kurang relavan 
sedangkan banyak penjual yang sudah diharuskan berkontribusi dalam pembayaran pajak. Penerimaan 
pajak di Sulawesi Utara cukup tinggi tetapi belum merata, khususnya UMKM dikarenakan banyak pelaku 
UMKM termasuk pelaku e-commerce yang belum mendaftarkan usahanya.  
Kata kunci : PPh; E-Commerce; UMKM 

Abstract 

This study aims to determine the implementation and supervision of income tax that has been 
carried out by flower bouquet sellers on e-commerce transactions on flower bouquet sales in the 
Tondano Region. This research uses qualitative data methods obtained from interview scripts, field 
notes (photos, recordings). , another official supporting document. Methods of data collection using 
observation, interviews, and documentation. Sampling using purposive sampling technique with 
certain considerations. This study involved 4 informants consisting of 1 from the tax authorities and 3 
flower bouquet seller informants. Test the validity of the data using triangulation. This research proves 
that the data at the tax office is less relevant, while many sellers are required to contribute to tax 
payments. Tax revenue in North Sulawesi is quite high but not evenly distributed, especially MSMEs 
because many MSME actors, including e-commerce players, have not registered their businesses. 

Keywords : PPh; E-commerce; UMKM 
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Pendahuluan 
Dunia Industri Global telah memasuki era baru yaitu era digital 5.0. Indonesia sudah 

secara aktif menapaki era baru yang ditandai dengan bergeraknya berbagai sektor kehidupan 
ke arah digital yang serba otomatis, hal ini membuat peluang yang sangat besar di berbagai 
aspek kehidupan seperti politik, teknologi, ekonomi, sosial budaya.  

Jumlah populasi diindonesia 274,9 juta jiwa, pengguna mobile 345,3 juta atau 125,55% 
dari jumlah populasi di indonesia, pengguna internet 202,6 juta atau 73,7% dari jumlah populasi 
di Indonesia dan pengguna media social yang aktif 170 juta atau 61,8% dari jumlah populasi 
diindonesia. Menurut data Hootsuite (We Are Social 2021) dalam Indonesia Digital Report 
memaparkan bahwa data tren pengguna internet di Indonesia sekitar 202,6 juta atau sekitar 
73,7% dari jumlah populasi di Indonesia. Rata-rata setiap hari pengunakan internet melaui 
perangkat apapun mencapai 8 jam 52 menit, adapun 3 jam 41 menit nya digunakan untuk sosial 
media yang paling banyak digunakan yaitu Facebook dan Instagram. Sehingga, hal ini 
membuka begitu banyak peluang untuk industri ekonomi kreatif. Kegiatan kewirausahaan pada 
umumnya bertujuan untuk meningkatkan perubahan sosial kearah yang lebih baik lagi dalam 
hal memecahkan masalah sosial bagi masyarakat luas (Primastiwi, n.d. 2021) 

Globalisasi  lmembuat  lperkembangan   lteknologi  ltransportasi  ldan  lkomunikasi  lterus  

lberkembang  lsecara  lpesat  ldan  lmenuntut  lmasyarakat  luntuk  lselalu  lmemberikan  lsebuah  lterobosan  

lbaru  ldalam  lberbagai  lbidang  lkegiatannya.  lPada  ldasarnya,  lproses  litulah  l yang  l membuat  

lmanusia  lmenjadi  llebih  lkreatif  luntuk  lmenghadapi  ldunia  lglobal  lyang  lbaru  ldi  lsetiap  lera  lnya.  lBaik  ldari  

lsegi  lekonomi,  lkesehatan,  lpendidikan,  lsosial  ldan  l budaya.  lInternet  ldan  lhandphone  ladalah  

lbeberapa  lcontoh  ldampak  ldari  lera  lglobalisasi.  lPerkembangan   linfrastruktur  ldalam  lbidang  linternet  

lsemakin  lhari  lnya  lsemakin  lberkembang,  lyang  lmana  lbanyak  lmelahirkan  linovasi-inovasi  lbaru  

ldalam  lpenyebarluasan   lperdagangan   lbaik  ldalam  lperusahaan   lkecil  lataupun  lperusahaan  l  l  l  l  lbesar  

l diseluruh  l dunia.  l Salah  l satu  l inovasi  l perkembangan  l internet  l dalam  l dunia  

lperdagangan   ladalah  lE-commerce  l(Perdagangan   lElektronik).  lE-commerce  lmerupakan   lproses  

lmembeli,  lmenjual  latau  lmemperdagangkan   ldata,  lbarang,  latau  ljasa  lmelalui  linternet  l(Efraim  

lTurban,  ldkk,  l2015) 
Di  lbidang  lekonomi,  lperkembangan  ltransaksi  lyang  lada  ldi  lmasyarakat  lmengalami  

lperkembangan   lyang  lsangat  lpesat,  lhal  lini  ldipengaruhi  loleh  lsemakin  lmajunya  lperkembangan  

lteknologi  linformasi  ldan  lkomunikasi  lyang  lmemberikan   lpengaruh  lbesar.  lTransaksi  lyang  ldulunya  

ldilakukan  lsecara  lkonvensional  ldengan  lbertatap  lmuka  llangsung  lbertransformasi  lmenjadi  lsuatu  

ltransaksi  lyang  ldilakukan  lsecara  lonline,  ldengan  ltanpa  ladanya  ltatap  lmuka  llangsung  lantara  lpenjual  

ldan  lpembeli.  lTransaksi  ljual  lbeli  latau  lperdagangan  lmelalui  lmedia  linternet  latau  lyang  ldisebut  le-
commerce.  lTransaksi  lini  lsangat  ldiminati  loleh  lberbagai  lkalangan  lmasyarakat  lkarena  ladanya  

lkeberagaman  lproduk  ldan  lefektivitas  lwaktu  lyang  ldirasa  lsangat  lmembantu  lbagi  lmasyarakat  

l(Leonardo  l&  lTjen,  l2020). 
Menurut  lPasal  l1  lAngka  l1  lUndang-Undang  lNomor  l28  lTahun  l2007  ltentang  lKetentuan  lUmum  

ldan  lTata  lCara  lPerpajakan,  lpengertian  lpajak  ladalah  lkontribusi  lwajib  lkepada  lnegara  lyang  ltertuang  

loleh  lorang  lpribadi  latau  lbadan  lyang  lbersifat  lmemaksa  lberdasarkan  lundang-undang  ldengan  ltidak  

lmendapatkan  limbalan  lsecara  llangsung  ldan  ldigunakan  luntuk  lkeperluan  lnegara  lbagi  lsebesar-
besarnya  lkemakmuran   lrakyat  l(Neneng  lSri  lSuprihatin,  l2021).  lSistem  lpemungutan  lpajak  lyang  

lberlaku  ldi  lIndonesia  ladalah  lself  lassesment  lsystem,  lyaitu  lsistem  lyang  lmemberikan  lkepercayaan  

lserta  ltanggungjawab  luntuk  lmenghitung,  lmenyetor,  ldan  lmelaporkan  lsendiri  lbesarnya  lpajak  lyang  

lterutang  lsesuai  ldengan  lketentuan  lundangan-undang  lperpajakan  l(Makalalag,  l2016).  lNamun  

ldalam  lprakteknya  lsistem  lpemungutan   lpajak  lself  lassessment  lsystem  lmasih  lsulit  ldijalankan  

lkarena  ldianggap  lmenambah   lkesemrawutan   ltransaksi  ljual  lbeli,  lhal  litu  ldapat  ldilihat  ldari  lsikap  lwajib  

lpajak  lyang  lsengaja  ltidak  lpatuh  ldan  lberat  lmelaksanakan  lkewajiban  lmembayar  lpajak  l(Jamain  ldkk.,  

l2019).  lKementrian  lkeuangan  lmenyatakan  lbahwa  lpenerimaan  lPajak  lsampai  lpada  lDesember  

l2021  ltelah  lmencapai  lRp.  l1.231,87  ltrilliun  latau  l100,19%  ldari  ltarget  lAPBN  l2021  lsebesar  l1.229,6  

ltrilliun.  lHal  lini  lberarti  lDirektorat  lJendral  lPajak  lmampu  lmemenuhi  ltarget  lpenerimaan  lpajak.  lSesuai  

ldengan  lpasal  l4  lUU  lNo.  l9/2020  ltentang  lAPBN  l2021  ltarget  lpendapatan  lpajak  lmeliputi  lpendapatan  

lpajak  lpenghasilan   lsebesar  l638,64  ltrilliun,  lpendapatan  lPPN  ldan  lPPnBM  lsebesar  l518.55  ltrilliun,   
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ldan  lpendapatan  llainnya  lsebesar  l12,43  ltrilliun  l(Sari,  l2018). 
Padal tahun l2021, target penerimaanl pajak adalahl sebesar l3,4 ltriliun. Target tersebutl 

mengalami penurunanl 34,82%l dibandingkan denganl target tahunl 2020 sebesarl 4,5 ltriliun. 
Penerimaan perpajakanl dikelompokkan menjadil dua lkategori, yaitu Pajakl Dalam Negeril dan 
Pajakl Perdagangan lInternasional. Pajak Dalaml Negeri terdiril atas limal jenis pajakl yaitu 
pajakl penghasilan (PPhl), Pajak Pertambahanl Nilai (PPNl), Pajak Bumil dan Bangunanl (PBB), 
Cukail dan Pajakl Lainnya sedangkanl Pajak Perdaganganl Internasional terdiril atas Beal 
Masuk danl Bea lKeluar. Sampai denganl Semester I inil realisasi Pendapatanl Perpajakan 
barul mencapai l1.501,56 miliarl atau l44,16 % daril target. 

 
Tabel 2. Wilayah Penerimaan Pajak 

Wilayah Penerimaan Pajak Realisasi (Dalam Milyar) 

Tomohon 24,65 
Kep. Talaud 11,58 
Kep. Sangihe 41,78 
Minut 114,36 
Mitra 7,20 
Minsel 76,98 
Minahasa 70.68 
Kotamobagu 65.96 
Bitung 153.735 
Kep. Sataro 7.83 
Bolmut 8.47 
Boltim 20.89 
Bolsel 4.19 
Bolmong 36.94 
Manado 480.46 
Total 1.501,56 

Sumber: DJP Sulawesi Utara 2021 
Berdasarkan data tertera pada tabel bahwa penerimaan perpajakan per kabupaten atau 

Kota di Sulawesi Utara yang paling tinggi adalah Kota Manado kemudian Kota Bitung yaitu 
153,72 miliar, diikuti dengan Minut 114,36 miliar, Minahasa Selatan 76,98 miliar, Minahasa 
70.68 miliar, Kotamobagu 65,96 miliar, Kep. Sangihe 41,78 miliar, Bolamong Mongodow 36,94 
miliar, Tomohon 24,65 miliar, Bolamong Timur 20.89 miliar, Bolamong Utara 8,47, Kep. Sitaro 
7.83, Minahasa Selatan 7,20 miliar.  

Dari data dapat disimpulkan bahwa terjadi kesenjangan dan hanya terkonsentrasi di 
beberapa wilayah kabupaten dan kota untuk penerimaan perpajakan per kabupaten atau Kota 
di Provinsi Sulawei Utara. Sedangkan realisasi penerimaan perpajakan di Sulawei Utara sampai 
dengan semester I tahun 2021 khusus PPh adalah 43,01%. Sebagian besar penerimaan PPh 
terkonsentrasi di wilayah Kota Manado, sebagai pusat bisnis di Sulawesi Utara dimana 
sebagian besar pengusaha terdaftar di kota ini. Sampai dengan Semester I ini realisasi 
Pendapatan Pajak Penghasilan baru mencapai 824,12 miliar atau 43,01 persen dari target 2021 
sebesar 1.915,98 miliar. 

Penerimaan  lpajak  lpenghasilan  ldari  lUMKM  lbelum  lsepenuhnya   lterealisasi  ldengan  lbaik  

lseperti  lPPh  l21,  lnamun  lkedepannya  lakan  lterus  lbertambah  lmengingat  ljumlah  lpelaku  lUMKM  lyang  

lsangat  lbesar.  lHal  lini  ldapat  lterlihat  ldari  ldata  lKementrian  lKoperasi  ldan  lUsaha  lKecil  lMenengah   

l(Kemenkop   lUKM)  ltahun  l2019  lyang  lmelaporkan  lterdapat  l3,79  ljuta  lUMKM  lyang  lsudah  

lmenggunakan   lplatform  lonline  ldan  lmenjual  lproduknya.  lAngka  ltersebut  lsetara  l8%  ldari  ltotal  lUMKM  

ldi  lIndonesia  lyaitu  l5,92  ljuta  ldan  langka  ltersebut  lterus  lterjadi  lpeningkatan   lsetiap  ltahunnya.  lSaat  lini  

lsudah  lada  lperaturan  lyang  lmengatur  ltentang  lperdagangan  lmelalui  lsistem  lelektronik  lyang  

lmengatur  lkesetaraan  lantara  lpedagang  ldan  lonline  ldan  loffline  lyaitu  lpada  lPeraturan  lPemerintah  

l(PP)  lnoomor  l80  ltahun  l2019  lagar  lpara  lUMKM  lyang  lsudah  lmemenuhi  lpersyaratan  lmenjadi  lwajib  

lpajak  lharus  lmemiliki  lNomor  lPokok  lWajib  lPajak  l(NPWP). 
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Tabel 3. Target Penerimaan Pajak Sulawesi Utara 
 
 
 
 

 

Sumber : DJP Sulawesi Utara 2021 
 

Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pajak Sulawesi Utara 

Pajak Sulawesi Utara 
(Dalam Miliar) 

Pajak UMKM  
(Dalam Miliar) 

Pajak E-commerce 
(Dalam Miliar) 

1.500 40% = 0,4 
0,4 X 1.500=600 

15% =0,15 
0,15 X 600 = 90 

Sumber: DJP Sulawesi Utara 2021 
Berdasarkan data tertera pada tabel bahwa target peneriman pajak di Kota Manado 1.900 

miliar, pajak UMKM mempunyai target 950 miliar dan pajak E-commerce mempunyai target 190 
miliar tetapi ralisasi penerimaan pajak Sulut tidak mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu 
penerimaan pajak Sulut 1.500 miliar, pajak UMKM 600 miliar sekitar 40% dan pajak e-
commerce hanya mencapai target 90 miliar atau di angka 15%. 

Kemudahan  lyang  lditawarkan  lpada  lera  lindustri  l5.0  lini  lbukan  ltanpa  lkekurangan  ldan  lresiko.  

lSelain  lmenghadapi  lpermasalahan   lkejahatan  ldalam  ldunia  lmaya,  ljuga  lmemiliki  lpermasalahan   

ldalam  lbidang  lpajak.  lPemerintah  lmenghadapi  ltantangan  ltersendiri  ldalam  lmenangani  

lpermasalahan  lpajak,  lkhususnya  lpajak  lpenghasilan  ldari  le-commerce,  lkarena  lkemajuan  lyang  

lpesat  ldi  ldunia  lusaha  ltidak  lselalu  ldiikuti  ldengan  lkemajuan  lyang  lsama  ldalam  lbidang  lhukum.  lHal  lini  

lkarena  lbisnis  lelektronik  lmengembangkan   lproses  lbisnis  lyang  lbaru,  lterlalu  lbanyak  linformasi,  ltidak  

lmenggunakan   lkertas,  lbergerak   ldengan  lsangat  lcepat,  ldan  lharus  lada  lpergeseran  lparadigma  lyang  

lmembutuhkan  lpenerimaan,  lcara  latau  lprosedur  lbaru,  lpola  lpikir  lyang  lbaru,  ldan  ldiikuti  ljuga  ldengan  

lperkembangan   lketentuan  lhukum  latau  lregulasi.  lMeski  lpasar  le-commerce  lberkembang   lpesat  ldi  

lIndonesia  lnamun  lbaru  lsegelintir  lpelaku  le-Commerce   lyang  lsudah  lmemiliki  lNomor  lPokok  lWajib  

lPajak  l(NPWP).  lMenurut  ldata  ldari  lDirektoral  lJenderal  lPajak  lada  l1.600  lSampling  lyang  ldicoba  ldan  

lada  l1.000  lyang  lsudah  lteridentifikasi  lnamun  lhanya  l620  lyang  lsudah  lmemiliki  lNPWP  l(Sihombing,  

l2021). 
Pada era perkembangan revolusi 5.0 dilakukan sejalan antara menguasail konsep 

kewirausahaanl dan strategil pasar yangl baik, berwirausahal dengan menggunakanl media 
sosiall lebih efektif danl efisien dalam hall promosi lpenjualan, postingan catalogl (gambar) 
denganl kualitas yangl baik danl sampai kepadal masyarakat secaral luas jugal lebih lcepat. 
Salah satul jenis usahal yang sedangl berkembang dikalanganl millenial adalahl usaha buketl 
bunga. Buketl bunga merupakanl kumpulan bungal baik itul bunga hidupl (tumbuhan) ataul 
bunga matil (buatan) yangl dirangkai danl disusun sedemikianl rupa denganl keterampilan danl 
kreativitas khususl yang digunakanl untuk hiasanl rumah, ucapanl selamat lwisuda, dekorasi 
lrumah, hantaran pernikahanl dan lainnya. Usaha buketl bunga padal era ini jugal tidak hanyal 
berada dil galeri ataul toko lsaja. Banyak pengusahal buket bungal yang melakukanl konsep 
kewirausahaanl dengan menggunakanl media lsosial. Media sosiall yang seringl digunakan 
adalahl media sosiall instagram, facebookl dan whatshappl yang dianggapl sangat efisienl demi 
membukal peluang lbisnis, baik daril segi promosi lgambar, postingan, danl proses 
penyampaianl kepada lpublik. 

Penelitian ini dilakukan dengan objek penelitian yaitu penjual buket bunga di wilayah 
Tondano yang merupakan suatu UMKM yang mengelola usahanya melalui e-commerce. 
Sehingga secara umum mendapatkan perlakuan perpajakan yang sama layaknya pedagang 
biasa. Namun, penjual buket bunga di wilayah Tondano belum diimbangi dengan pemenuhan 
kewajiban perpajakan menurut undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan 
sosialisasi dari kantor pajak sehingga setiap individu wajib pajak memiliki kesadaran serta dapat 
menerapkan atau membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan atas 

Pajak Sulawesi 
Utara  
(Dalam Miliar) 

Pajak UMKM  
(Dalam Miliar) 

Pajak E-commerce 
(Dalam Miliar) 

1.900 50% = 0,5 
0,5 X 1900 = 950 

20% =0,2 
0,2 X 950 =190 
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transaksi e-commerce nomor SE 62/PJ/2013 (Tutiek Yoganingsih, 2018). Masalah 
kesenjangan antara harapan potensi penerima pajak e-commerce dengan kenyataan dimana 
kurangnya kesadaran wajib pajak di wilayah Tondano, menarik untuk dilakukan penelitian 
mengenai potensi ataupun isu permasalahan terkait dengan pajak e-commerce. 

Seperti  lyang  lsudah  ldi  latur  ldalam  lUndang-Undang  l36  lTahun  l2008  lpajak  l  lpenghasilan   ladalah  

lpajak  lyang  ldikenakan  lterhadap  lwajib  lpajak  lorang  lpribadi  lmaupun  lbadan  latas  lpenghasilan  lyang  

lditerima  ldalam  lsatu  ltahun  lpajak.  lHal  ltersebut  ltelah  ldi  latur  lsebelumnya  loleh  lPemerintah  ldalam  

lSurat  lEdaran  lNo  l62  lTahun  l2013  ltentang  lPenegasan  lKetentuan  lPerpajakan  latas  lTransaksi  lE-
commerce  ldan  lSurat  lEdaran  lNo  l05  lTahun  l2015  ltentang  lPemotongan  ldan  latau  lPemungutan   

lPajak  lPenghasilan  latas  lTransaksi  lE-commerce.  lIsi  ldari  lsurat  l tersebut  l adalah  lmenunjukan  

lpenegasan  lmengenai  lpelaksanaan   lpemotongan  ldan  latau  lpemungutan  lPajak  lPenghasilan  latas  

ltransaksi  lE-commerce  ldapat  lberjalan  ldengan  lbaik  ldan  lterdapat  lkeseregaman  ldalam  

lpelaksanaanya.  lJika  ltingkat  lkepatuhan  lmasyarakat  lsebagai  lwajib  lpajak  ltinggi,  lmaka  lpendapatan  

lnegara  ldari  lsektor  lpajak  lakan  lmeningkat,  lartinya  ljika  lsemua  lwajib  lpajak  lmematuhi  lkewajiban  

lperpajakannya   lmaka  lpemabangunan   lakan  ldapat  lterlaksana  ldengan  lbaik  ldan  ltarget  lpenerimaan   

lsektor  lpajak  ldapat  ltercapai.  lSebaliknya,  lapabila  lpendapatan  lnegara  lrendah,  lbelanja  lpemerintah  

lakan  lturun  ldan  ltidak  ldapat  lmengurangi  lkesenjangan  ldi  lIndonesia  l(Hasanudin.A.I.,dkk   l2020). 
Dalam  lmenyelesaikan   lpenelitian  lini,  lpeneliti  lmenggunakan  lpendekatan  ldeskriptif  lkualitatif.   

lMetode  lpenelitian  ldeskriptif  lkualitatif.  lmenurut  lMoleong  l(2014:4)  lPenelitian  lKualitatif  lmerupakan   

lprosedur  ldalam  lpenelitian  lyang  lmenghasilkan  ldata  ldeskriptif  lberupa  lkata-kata  ltertulis  lataupun  

llisan  ldari  lperilaku  lorang-orang  lyang  ldapat  ldiamati,  ldata  lyang  ldihasilkan  lberupa  lkata-kata,  lgambar   

lserta  lperilaku  lmanusia.  lPenelitian  lini  lbertujuan  luntuk  leksplorasi  ldan  lklarifikasi  ltentang  lsuatu  

lfenomena  latau  lkenyataan  ldengan  lmasalah  lyang  lditeliti.  lData-data  lyang  ldiperoleh  ldilapangan  

ladalah  lberupa  ldata–data  ltertulis  latau  llisan  ldari  lorang–orang  ldan  lperilaku  lyang  ldapat  ldiamati.   

lPenelitian  lini,  lakan  lmembahas  lmengenai  lpenerapan  lpajak  lkhususnya  lPPh  lterhadap  ltransaksi  le-
commerce  lkhususnya  lpada  lpenjualan  lbuket  lbunga  ldi  lTondano.  lAdapun  lbentuk  lpenelitiannya  

ladalah  ldiskriptif  lyaitu  ldata  lyang  lpada  lumumnya  lberbentuk  luraian  latau  lkalimat  lyang  lmerupakan   

linformasi  lmengenai  lkeadaan  lsebagaimana  ladanya  lsumber  ldata,  ldalam  lhubungannya   ldengan  

lmasalah  lyang  ldiselidiki.  lData  lyang  ldikumpulkan   lbukan  lberupa  langka,melainkan  ldata  lyang  

lberasal  ldari  lnaskah  lwawancara  ldan  lobservasi. 
Dengan  ldemikian  lperlu  ladanya  lpenerapan  lpajak  lpenghasilan  luntuk  le-commerce  lagar  

lsemua  lpelaku  lbisnis  lonline  ldan  lkonvensional  lbaik  lyang  lberskala  lbesar  lmaupun  lkecil  ldapat  

lmelaksanakan   lkewajibannya   lsebagai  lwajib  lpajak  lyaitu  lsebagaimana  ldilakukannya  lpenelitian  lini  

lyaitu  luntuk  lmengetahui  lsistem  lpelaksanaan  lPPh  l  latas  ltransaksi  le-commerce  lpada  lpenjual  lbuket  

lbunga  lyang  lada  ldi  lwilayah  lMinahasa  lkhususnya  ldi  lTondano  ldan  luntuk  lmengetahui  lsistem  

lpengawasan   lyang  lsudah  ldilakukan  latas  ltransaksi  le-commerce  lpada  lpenjual  lbuket  lbunga  lyang  

lada  ldi  lwilayah  lMinahasa  lKhususnya   lTondano. 
 
Metode 

Penelitian  lini  lmenggunakan   lpendekatan  ldeskriptif  lkualitatif.  lDalam  lpenelitian  lini  ldata  

ldikumpukan  ldengan  lobservasi,  lwawancara,  ldan  ldokumentasi.  lSumber  ldata  ldalam  lpenelitian  lini  

lmenggunakan  ldata  lprimer  lyaitu  ldata  lyang  ldiperoleh  ldari  lobservasi,  lwawancara  ldan  ldata  

lsekunder  lyaitu  lsumber  ldata  lyang  lmerupakan  lpelengkap  ldata  lberupa  lcatatan  latau  llaporan  lhistoris  

lyang  ltelah  ltersusun  ldalam  larsip  latau  ldokumen.  lPenulis  lmendapatkan  ldata  lsekunder  lini  ldengan  

lcara  lmelakukan  lpermohonan  lizin  lguna  lmendapatkan  ldokumen-dokumen  lterkait  lPajak  

lPenghasilan   lE-commerce.  lDalam  lpenentuan  lkriteria  linforman  lyaitu  lpenjual  lyang  lberjualan  

lmelalui  lonline,  lpenjualan  lproduk  ldi  lwilayah  lterbanyak,  ldan  lpendapatan  latau  lpenjualan  lperbulan.  

lPenelitian  lini  lmenggunakan   l4  linforman  lyaitu  linforman  l  lfiskus  ldari  lpihak  lDJB  lBitung  lwilayah  lkerja  

lTondano,  lRP  l(De’cataleya),  lAW  l(Tomohon  lFlower),  ldan  lAM  l(Tondano  lFlorist).  lTeknik  

lpengumpulan  ldata  lmenggunakan   lobservasi,  lwawancara  ldan  ldokumentasi.  lTeknik  lanalisis  ldata  

ldalam  lpenelitian  lini  lmenggunakan   lteknik  lanalisis   ldata  lmodel  linteraksi  l(Miles  ldan  lHuberman  

ldalam  lsugiyono  l(2016-246)  lmengunakan   lreduksi  ldata,  lpenyajian  ldata,  lkesimpulan,  lverifikasi  ldata  

ldan  lkeabsahan  ldata.  lPenelitian  lini  lmenggunakan  luji  lkredibilitas  ldengan  ltrianggulasi  lsumber  luntuk  lmenguji  lkeabsahan   

ldata.Triangulasi  lsumber  ldigunakan  luntuk  lmenguji  lkreadibilitas  ldata  ldengan  lcara  lmengecek  lkebenaran  ldata  lyang  ltelah  ldiperoleh   
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lmelalui  lbeberapa  lsumber  l(Sugiyono,  l2012).  lTriangulasi  lsumber  lakan  ldilakukan  lpada  lDirektorat  lKP2KP  lTondano. 

 
  Hasil dan Pembahasan 

Sebelum  lpengusaha  lmemulai  lbisnisnya  lpada  lsitus  lE-Commerce,  lPengusaha  ltersebut  

lharus  lmendaftarkan  ldiri  ldan  lmelaporkan  lSPT  lkepada  lkantor  lpajak  lsebagai  ltanda  luntuk  

lmemenuhi  lsyarat  lpembayaran   lpajak.  lSedangkan  luntuk  lpara  lpenjual  ldi  lsitus  ltersebut,  ljika  

lpenghasilannya   lsudah  lmelebihi  l4,8  lMilyar  lmaka  lpenjual  ltersebut  lwajib  ldibukuhkan  lsebagai  

lPengusaha  lKena  lPajak  l(PKP)  ldan  lselain  lmembayar  lPPh  lFinal,  lpengusaha  ltersebut  ljuga  

lmembayar  lPPN.  lSebagai  lmana  ldi  ljelaskan  lpada  lSurat  lEdaran  lNo  l63  lTahun  l2013,  lprosedur  

lpeneraapan  lpajak  lterhadap  ltransasksi  le-  lcommerce  lyang  lditerapkan  ldi  lIndonesia  lberbeda-beda,  

lhal  lini  lakan  ldi  ljelaskan  llebih  lrinci  lpada  lpenjelasan  lsebagai  lberikut  l:  lproses  lbisnis  ljasa  lpenyediaan   

ltempat  ldan  lwaktu,  lproses  lbisnis  lpenjualan  lbarang  ldan  ljasa,  lproses  lbisnis  lpenyetoran  lhasil  

lpenjualan  lkepada  lonline  lmarketplace   loleh  lpenyelenggara   lonline  lmarketplace  l 
Sistem  lpemungutan  lpajak  ldi  lIndonesia  lmempunyai  l3  ljenis  lantara  llain  l:  lself  lassessment  

lsystem,official  lassessment  lsystem,  lwithholding  lsystem.  lSistem  lpemungutan  lpajak  lyang  lberlaku  

ldi  lIndonesia  ladalah  lself  lassesment  lsystem,  lyaitu  lsistem  lyang  lmemberikan  lkepercayaan   lserta  

ltanggung  ljawab  luntuk  lmenghitung,  lmenyetor,  ldan  lmelaporkan  lsendiri  lbesarnya  lpajak  lyang  

lterutang  loleh  lwajib  lpajak.  lPemerintah  ldalam  lhal  lini  lberkewajiban  lmelaksanakan   lpembinaan,  

lpenelitian,  ldan  lpengawasan  lterhadap  lpemenuhan  lkewajiban  lwajib  lpajak,  lsalah  lsatunya  ladalah  

lpajak  lpenghasilan   l(Nurmantu,  l2005).  lTetapi  ldari  l3  linforman  lkesadaran   ldari  lmasyarakat  ltentang  

lpembayaran  lpajak  lmasih  lkurang  lantusias,  lKarena  ldari  lmasyarakat  lmengalami  lkekurangan  

linformasi  lyang  ldidapat  ldari  lpihak  lkantor  lpajak. 
Sistem  lini  lsudah  ldiberlakukan   ldi  lIndonesia  lsetelah  lmasa  lreformasi  lpada  l1983  ldan  lmasih  

lberlaku  lsampai  lsaat  lini.  lTerdapat  lkonsekuensi  ldalam  lsistem  lpemungutan  lpajak  lini,  lkarena  lwajib  

lpajak  lmemiliki  lwewenang  lmenghitung  lsendiri  lbesarnya  lpajak  lyang  lterutang  lyang  lperlu  

ldibayarkan  lmaka  lwajib  lpajak  lbiasanya  lakan  lmenyetorkan  lpajak  lsekecil  lmungkin.  lCiri-ciri  lsistem  

lself  lassessment  lantara  llain:  lpenentuan  lbesaran  lpajak  lterutang  ldilakukan  loleh  lwajib  lpajak  litu  

lsendiri,  lwajib  lpajak  lberperan  laktif  ldalam  lmenuntaskan  lkewajiban  lpajaknya  lmulai  ldari  

lmenghitung,  lmembayar  ldan  lmelaporkan  lpajak,  lpemerintah  ltidak  lperlu  lmengeluarkan   lsurat  

lketetapan  lpajak  lkecuali  ljika  lwajib  lpajak  ltelat  lmelaporkan  latau  ltelat  ldalam  lpembayaran   lpajak  

lterutang.  lTerdapat  lasas  ldalam  lpemungutan  lyang  lberlaku  ldi  lIndonesia  lyaitu  lasas  ldomisili,  lasas  

lsumber,  lasas  lkebangsaan,  lasas  lumum,  lasas  lyuridis,  lasas  lekonomi  ldan  lasas  lfinansial.  l 
Dalam perhitungan PPh 21 data yang dibutuhkan yaitu: penghasilan setiap bulan, status 

perkawinan sudah menikah atau belum dan memiliki berapa anak, kemudian data tersebut 
dimasukkan kedalam tabel perhitungan PPh 21. Hasil analisis wawancara dan perhitungan PPh 
21 dari ketiga informan, penghasilan dari PPh yang diperoleh ketiga informan tersebut 
seharusnya sudah harus berkontribusi untuk melakukan pembayaran pajak, meskipun 
penghasilan informan ini belum mencapai  50 juta perbulan,  maka dikenakan pajak sebesar 
5% dari tarif pajak yang sudah diatur dalam undang-undang No.36 tahun 2008 tentang pajak 
penghasilan (PPh). 
 

Tabel informan 2,3, dan 4 

 
Karena informan 1 adalah fiskus dari DJP jadi hasil analisis wawancara maka informan 

2,3,dan 4 seharusnya sudah harus berkontribusi untuk melakukan pembayaran pajak. Informasi 

No Nama Penghasilan Status Anak PPh21  yang harus 
dibayar/bulan 

1. Ribka Patras (de.cataleya) Rp 5.000.000 BK 0 Rp. 12.500 

2.  Asih Widyawati(tomohon 
flower) 

Rp 8.000.000 K 1 Rp. 117.500 

3.  Artika Mamonto (Tondano 
Florist) 

Rp 6.500.000 K 2 Rp. 27.500 
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dan perhitungan PPh 21 oleh informan 2,3,dan 4 penghasilan informan ini belum mencapai  50 
juta perbulan,  Dari informan 2,3 dan 4 maka sudah dikenakan 5% dari tarif pajak, yang sudah 
diatur dalam undang-undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) adalah pajak 
yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan penghasilan yang diterima 
dalam 1 tahun. 

Keputusan  lini  ljuga  lsejalan  ldengan  lpihak  lDirektorat  lJenderal  lPajak  l(DJP),  lmereka  

lmembenarkan   lbahwa  lbelum  lmelakukan  lsosialisasi  ltentang  lpemberlakuan  lpajak  le-commerce  

lsecara  lmenyeluruh  lkhususnya  ldi  lwilayah  lTondano  ldikarenakan  lbelum  ladanya  lkomunitas  latau  

lkelompok  ltentang  le-commerce,  lsehingga  ldari  lpihak  lkantor  lkesulitan  ldalam  lmenggali  linformasi   

lsiapa  lsaja  lpelaku  lpenjual  lyang  lsudah  lmenerapkan   le-commerce   ldalam  ltransaksinya  lselain  litu,  

lmasih  lbanyak  lmasyarakat  lbelum  lmengetahui  ltentang  ladanya  lpemberlakuan  lpajak  ltransaksi  le-
commerce.  lDirektoratl  lJenderal  lPajakl  l(DJP)  ltelahl  lmelakukan  lpenegasanl  lberkaitan  lle-
commerce  ldenganl  lmengeluarkan   llSE-62/PJ/2013l  ltanggal  l27l  lDesember  l2013l  ltentang  

lPenegasanl  lKetentuan  lPerpajakan  lAtas  lTransaksi  lE-Commerce,  lyang  lmenyatakan   ltidak  lada  

lpajak  lbaru  ldalam  ltransaksile-lcommerce.  lOleh  lkarenal  litu  lpenjuall  latau  lpembelil  ldapat  ldikenakanl  

lpajak  lsesuail  lketentuan  llperundang-undangan  lperpajakanl  lyang  llberlaku.  lAdapun  lpotensil  

lperpajakan  lyangl  lmuncul  ldaril  ltransaksi  lonlinel  ldapat  ldaril  ljenis  lPajak  lPertambahanl  lNilai  l(PPNl)  

ldan  lPajakl  lPenghasilan   l(lPPh).  lPajak  latasl  ltransaksi  lle-commerce  lbertujuanl  luntuk  lmenerapkan  

lkeadilan  lbagi  lsemua  lwajib  lpajak  lbaik  lkonvensional  lmaupun  le-commerce.  lDenganl  ldemikian  

lmakal  lpeningkatan  ltransaksil  le-commercel  lsudah  lsewajarnya  lsebandingl  ldengan  lpeningkatanl  

lpajak  ldaril  lPajak  lPertambahanl  lNilai  ldanl  lPajak  lPenghasilanl  l(PPh).  lDapat  ldisimpulkan   lbahwa  

lpajak  lpenghasilan   le-commerce  ltergolong  ldalam  lpajak  lpenghasilan   lUMKM. 
Dari data diatas, perlu Undang-Undang HPP agar bisa labih terawasi dalam 

perkembangan yang pesat tentang transaksi e-commerce. Sistem pengawasan terhadap 
transaksi pajak e-commerce belum ada tindakan khusus serta belum ada sanksi yang di 
jatuhkan kepada pelanggarnya. Menurut (Primastiwi, n.d. 2021) sanksi perpajakan merupakan 
alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan, sanksi akan diberikan pada 
wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku. Maka diterbitkannya Undang-Undang 
HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) dikarenakan pelaku dan konsumen sangat pesat 
pertumbuhannya, selain itu agar para pelaku dan konsumen bisa terawasi dengan baik, 
sehingga diterbitkannya Undang-Undang HPP. 

Ada empat hall yang menjadil acuan fiskus dan pihak DJB dalam penerapanl perpajakan 
terhadapl transaksi e-commerce yaitu: penyedial platform perlul diberikan waktul supaya bisa 
menyiapkan sisteml penyetoran kepada kantor pajakl sebelum jatuh tempo dalam 1 periode 
dan para pelakule-commerceljuga menginginkanlagar kewajiban penyetoranlpajak yangl 
terutang sebelum jatuh tempo. Berkaitan dengan hal itu, sosialisasi sangat dibutuhkan agar 
konsumen tahu tentang pemberlakuan pajak atas  transaksi e-commerce, bahwa mereka juga 
memilik kewajiban yaitu membayar pajak sama seperti pedagang offline yaitu bisa dengan cara 
membuat iklan di platform media sosial tentang pemberlakuan pajak terhadap transaksi e-
commerce, dengan begitu akan memberikan kesadaran perihal pentingnya wajib membayar  
pajak. 

Hambatan  ldari  lketiga  linforman  lyaitu  lkurangnya  linformasi  lmengenai  lpajak  le-commerce  

lyang  ldiperoleh.  lPenelitian  lsebelumnya  lyang  ldilakukan  loleh  l(Mumuh  ldkk.,  l2021)  ljuga  lmengatakan  

lbahwa  lpenerapan  lpajak  lpenghasilan   lyang  ldilakukan  loleh  lonline  lmerchant  ldi  lkota  lManado  ltidak  

lberjalan  lsepenuhnya,  ldimana  ldari  lenam  lonline  lmerchant  lyang  lmenjadi  linforman,  lhanya  lempat  

lyang  lmelaporkan  lpajaknya,  lsedangkan  ldua  llainnya  ltidak  lmelaporkan  lpajaknya  ldikarenakan  ltidak  

lmengetahui  lbahwa  ladanya  lpajak  lyang  ldikenakan  latas  lkegiatan  le-commerce.  lHal  ltersebut  ljuga  

ldidukung  ldengan  lpendapat  l(Valentino  l&  lWairocana,  ln.d.  l2018)  lada  lbeberapa  lfaktor  lpenghambat  

ldalam  lpenanganan   lpajak  le-commerce  lbaik  ldari  lfaktor  lhukum,  lfaktor  lpemerintahan   lmaupun  

lpelaku  lusaha  lonline  lsebagai  lwajib  lpajak,  lseharusnya  lpemerintah  lmembuat  laturan  lyang  lsecara  

lkhusus  lmengatur  lmengenai  lhal  ltersebut  lsehingga  ldapat  lmemanfaatkan   lpotensi  ltersebut  ldengan  

lbaik.  lDari  lketiga  linforman  lmengatakan   lbelum  lmendapat  lsosilisasi  ldari  lpihak  lkantor  lpajak  ltentang  

lpajak  le-commerce.  lHal  lini  lsejalan  ldengan  linforman  lpertama  lyang  lmengatakan:  l“kalau  lsampai  
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lsaat  lini  lbelum  lada,  lkarena  ldi  lwilayah  lTondano  lini  ltidak  lada  lkomunitas   ltentang  le-commerce,  ljika  

lada  lkomunitas  ldari  lpihak  lpajak  lbisa  lmemanggil  laudien  lagar  llebih  lmudah.  lPemanggilan   laudien  

ljuga  lmemiliki  ltarget  lyaitu  lsatu  lkali  lpenyuluhan  lminimal  l10  laudiens,  lkalau  ltidak  lmemenuhi  ltidak  

ldapat  ldilakukan  lpenyuluhan.  lMeskipun  ltidak  ladanya  lpenyuluhan   ltentang  le-commerce,  lkami  ltetap  

lterjun  lke  lkelurahan  l25  lkali  lsetiap  ltahun  lmembahas  lpajak  lumum,  ltetapi  lkalau  lada  lpertanyaan  lakan  

ldiberi  lnomor  ltelepon  lkantor  lpajak  luntuk  lbisa  lbertanya  lmelalui  ltelepon,  lsehingga  ldari  lpihak  lkantor  

lbisa  lmembantu  lmenjawab  lpertanyaan.  lHal  lini  lsejalan  ldengan  lpendapat  l(Primastiwi,  ln.d.  l2021)  

lbahwa  lkurangnya  lpengetahuan   ldan  lwawasan  lkarena  lrendahnya  lsosialisasi  lperpajakan  lakan  

lmenyebabkan  ltidak  lpahamnya  lmereka  lmengenai  lwajib  lpajak  ldan  lmembuat  lmereka  ltidak  

lmelaksanakan  lkewajiban  lpajaknya,  lpadahal  lsemakin  ltinggi  lsosialisasi  lperpajakan   lakan  lsemakin  

ltinggi  lpula  lkepatuhan  lwajib  lpajak. 
Seperti informasi yang didapatkan dari informan yang mengatakan bahwa belum 

mengenal tentang pemberlakuan pajak e-commerce, sehingga kemauan dalam membayar 
pajak masih rendah karena kurangnya pengetahuan. Informan pertama membenarkan jika 
sampai sekarang di wilayah Minahasa khususnya Tondano belum pernah diadakannya 
sosialisasi tentang adanya pemberlakuan pajak transaksi e-commerce, namun dari pihak kantor 
juga sudah melakukan sosialisasi tentang perpajakan secara umum, sedangkan jika ingin 
melakukan sosialisasi dikantor pajak, maka harus memanggil audien, tetapi syarat diadakannya 
sosialisasi yaitu minimal 10 audiens baru bisa dilakukan sosialisasi, tetapi disaat sosialisasi 
pihak kantor pajak juga memberikan nomor kantor yang bisa dihubungi bila mana dalam 
penyampaian materi sosialisasi kurang mengerti dan kurang paham, dari pihak kantor siap 
membantu masyarakat dalam menjawab pertanyaan seputar perpajakan. 

Maka dari itu tantangan yang sebenarnya dalam hal mengenakan pajak transaksi e-
commerce adalah bagaimana membuat aturan yang khusus sehingga mampu menangkap 
potensi pajak atas transaksi e-commerce. Apabila perpajakaan didapatkan dari perdagangan 
elektronik ini, maka pendapatan negara akan mencapai jumlah yang sangat besar, sehingga 
tidak akan ada lagi tumpang tindih antara pedagang biasa dengan bisnis online (Nyoman dkk., 
2019). 

 
Kesimpulan dan Saran  

Sistem  lPelaksanaan  lPPh  latas  ltransaksi  le-commerce  lpada  lpenjual  lbuket  lbunga  ldi  lwilayah  

lTondano  lmenurut  lsurat  ledaran  lNo.  l63  lTahun  l2013,  lyaitu:  l  lproses  lpenyedia  ltempat  ldan  lwaktu,  

lproses  lbisnis  lpenjualan  lbarang  ldan  latau  ljasa,  lproses  lpenyetoran  lhasil  lpenjualan  lkepada  lonline  

lmarket  loleh  lpenyelenggara  lonline  lmarketplace.  lJika  lpenjual  ltidak  lmemiliki  lNPWP  lbisa  ldikenakan  

ltarif  lpajak  lsebesar  l20%  llebih  ltinggi  ldari  lwajib  lpajak  lyang  lmemiliki  lNPWP,  lhal  lini  ltelah  ldiatur  ldalam  

lpasal  l17  layat  l1  lUU  lNo.36  lTahun  l2008  ltarifl  lpajak  lpenghasilanl  l(PPh)  lpasall  l21  lbagil  lpenerima  

lpenghasilanl  lyang  ltidakl  lmemiliki  llNPWP.  lDari  lanalisis  lketiga  linforman  lseharusnya   lsudah  lharus  

lberkontribusi  luntuk  lmelakukan  lpembayaran  lpajak,  lkarena  ldari  lperhitungan  lPPh  l21  loleh  lketiga  

linforman  lpenghasilan   linforman  lini  lmeskipun  lbelum  lmencapai  l50  ljuta  lperbulan,  lmaka  ltetap  

ldikenakan  lpajak  lyaitu  l5%  ldari  ltarif  lpajak  lyang  lsudah  ldiatur  ldalam  lundang-undang  lNo.36  lTahun  

l2008  ltentang  lpajak  lpenghasilan  l(PPh). 
Sistem  lPengawasan  lyang  lsudah  ldilakukan  latas  ltransaksi  le-commerce  lpada  lpenjual  lbuket  

lbunga  lyang  lada  ldi  lwilayah  lTondano  lada  ltiga  lyaitu  lsosialisasi,  lpenegasan  lundang-undang  

lHPP(Harmonisasi  lPeraturan  lPerpajakan)  ldan  lfaktor  lpenghambat.  lPersoalan  lsosialisasi  ldari   

lketiga  linforman  lyaitu  lbelum  lmendapatkan  lsosialisasi  ldari  lpihak  lkantor  lpajak  ltentang  lpajak  le-
commerce,  lhal  lini  ldibenarkan  loleh  linforman  lpertama  ldari  lfiskus  lperpajakan,  lkarena  ldari  lpihak  

lkantor  lpajak  lbelum  lmelakukan  lsosialisasi  ltentang  lpajak  le-commerce  lsecara  lkhusus.  lPemerintah  

lmelalui  lDirektorat  lJendral  lPajakl  l(DJP)  ltelah  lmelakukan   lpenegasan  lmengeluarkanl  lSE-
62/PJ/2013l  l27  ldesember  l2013  ltentang  lPenegasan  lKetentuan  lPerpajakan  lAtas  lTransaksi  lE-
Commerce  lyang  lmenyatakan  ltidak  lada  lpajak  lbaru  ldalam  ltransaksi  le-commerce.  lOleh  lkarena  litu,  

lpenjuall  ldan  lpembeli  ldikenakan  lpajak  lsesuai  lketentuan  lpajak  lperundang-undangan  lyangl  

lberlaku.  lPajak  latasl  ltransaksi  lle-commerce  lbertujuan  luntuk  lmenerapkan  lkeadilan  lbagi  lsemua  

lwajib  lpajak  lbaik  lkonvensional  lmaupun  le-commerce  l(I  lKadek  lBeny,  l2021).  lOleh  lkarena  litu  lperlu  
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ladannya  lundang-undang  lHPP  lagar  lbisa  llebih  lterawasi  ldalam  lperkembangan  lyang  lpesat  ltentang  

ltransaksi  le-commerce.  lSistem  lpengawasan  lterhadap  ltransaksi  lpajak  le-commerce  lbelum  lada  

ltindakan  lkhusus  lserta  lbelum  lada  lsanksi  lyang  ldijatuhkan  lkepada  lpelanggar  lnya.  lPertambahan  

lpelaku  ldan  lkonsumen  lsangat  lpesat  lagar  lbisa  lterawasi  ldengan  lbaik  lmaka  lplatform  lyang  

lmenyediakan   ltempat,  lyang  lmemungut  ldan  lmenyetorkan   lpajak. 
Pihak DJP sebaiknya melakukan sosialisasi tentang pajak e-commerce dan dalam 

melakukan sosialisasinya harus ada tenggang waktu misalnya 3 tahun, agar masyarakat bisa 
beradaptasi tentang pajak e-commerce. Dalam 3 tahun pemerintah harus gencar memberikan 
sosialisasi semaksiamal mungkin kepada mayarakat luas bisa melalui media sosial, media 
cetak, memasang baliho atau sepanduk di pinggir jalan tentang pajak e-commerce. Jika penjual 
berbasis e-commerce dalam masa tenggang sampai sekarang belum melaporkan pajaknya ke 
DJP, maka harus di kenakan sanksi yang tegas oleh dasar aturan yang kuat supaya 
penerimaan pajak daerah bisa maksimal. 

Dalam membuat usaha yang berbasis e-commerce maka penjual disarankan membuat 
NPWP agar dari kantor DJP bisa mengetahui data para penjual berbasis online. Jika tidak, 
sebaiknya DJP melakukan kerjasama bersama pemerintah setempat untuk melakukan 
pendataan terhadap usaha yang baru bermunculan yang ada di wilayahnya. Disarankan agar 
para pelaku UMKM yang telah memenuhi syarat diwajibkan berkontribusi untuk pembayaran 
pajak dan harus selalu update soal perkembangan perekonomian di wilayahnya agar 
terciptanya pengetahuan tentang perpajakan, karena para pelaku UMKM sekarang merupakan 
generasi yang tidak ketinggalan terhadap teknologi sehingga pihak DJP bisa membuat 
komunitas yang dapat menguntungkan kedua belah pihak baik dari sisi pemerintah maupun 
penjual berbasis e-commerce. 
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